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ABSTRAK

Adriwarman ( 01193006 ) Bukittinggi 03 Juli 1981 Pembimbing I
Drs.Bakaruddin  Rosyidi ,M.5 dan Pembimhbing II. DR.Afrizal M.A Judul
Hambatan ~Hambatan Pelaksansan PP no B4 Tahun 1999 ( Studi tentang
masyarakal kanagarian Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab Apam, Provinsi
Sumbar) latar belakang penelitian ini adalah adanya hambatan berupa penolakan
dari masyarakat kanagarian Gadut kec Tilatang Kamang Kab Agam terhadap PP
No 84 tahun 1999 .Ihlihat dengan adanya demonstrasi —demonstrasi sikap
penolakan pernyataan sikap penolakan melalui kebulatan wekad Jkesepakatan
menolak PP no Bdtahen 1999 melalui forum  pertemuan  secara
individual berkelompok dalam suatu organisasi .

Pertanyaan penelitian adalah (1 ) Apa ada komunikasi tentang sosialisasi
scwaktu PP No 84 itu digagas ataupun mau  dilaksanakan oleh pemerintah kota
Bukittinggi kepada masyarakat Apam umumnya dan masyarakat gadut khususnya
{2) Apokah prasayarat yang diberikan oleh Pemerintah Kab.Agam untuk
Pelaksanaan PP 84 yang harus dipenuhi oleh Pemerintah kota bukitinggi
-3jApakah Pemenntah kota Bukittinggl dalam merckrut personil untuk mengisi
formasi daerah perluasan mengikut sertakan Pemerintah ka, Agam dan masyarakat
Gadut,dan berdasarkan keahlian (4) Apakah PP 84 itu dipapas sesuai dengan
prosedur Jhukum,dan konstitusi Nepgam(5) Apakah PP no 34 ini diterima atau
ditolak  seluruh clemen masyarskat Gadut khususnya? (6) Bapgaimana solusi
pemecahan PP no B4 ini? Informan Penelitian ini adalah masyarakal kanagaran
Gadut yang terdiri dari Pemenntah nagan, Bamus, KAN LPMN,yang berjumlah
10 orang serta tokoh masyarakat yang domisili dikampung dan data otentik
lainnya yang bertemu dilapangan cara penelitian adalah tekhnik wawancara
langsung dengan informan.

Hasil penelitian adalah hambatan-hambatan Pelaksanaan PP no 24 tabun
1999 oleh masyarakat padut adalah (1 ) kurangnya komunikasi berupa sosialisasi
PP no B4 itu sewaktu digagas oleh Pemkot Bukittinggi ke Kab.Agam (2)Tidak
dipenuhinya prasyaratuntuk pelaksanasn PP no 84 tahun 1999 vang diajukan oleh
Pemerintah Kab Agam.(3) PP no 84 tahun 1999 tidak sesuai dengan prosedural
dan cacat hukum serta konstitusi (4) Pemkot Bukittinggi dalam merekrut
personil untuk mengisi formasi didaerah periuasan kota dilakukan secara sepihak /
tanpa mengikut sertakan Pemenniah Kab. Agam dan tidak didasarkan keahlian (5)
PP noe 84 tabun 1999 ditentang oleh seluruh elemen masavarkat baik didaerah
maupun dirantau.(&) Langkah pemecahan masalah PP no 84 ini adalah pengalihan
dari perluasan kota ke bentuk kerjasama antara kedua daerah { Agam —Bukittinggi
| seperti Jabodetabek yaitu DKI dan dacrah sckitamya .
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HAH I

PENDAHULUAN

AL Latar Belakang Masalah.

Dengan keluamya  Undang-undang Momor 22 tahun 1999 dengang
Pemenntahan Daerah vang kemudian diamandemen dengan Undang-undang
nomor 32 tahun 2004° tentang otonomi daerah, sehingea merbah strukiur
pemerinlahan daerah di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi.,
sehingga memben kewenangan pada semua daerah untuk mengurus rumah
tangea sendin. Termasuk  melaksanakan pembangunan diberbagai  bidang.
umumnyi Pemetintall Propinst Sumatera Barat, khususova Pemenniah Kabupaten
fketa memanfaatkan momen tersebut | karena sebevarnya pelaksanakan
otonomi daerah adalah  terletak pada daerah Tingkat 11, Hal ini sesund dengan
Undang —undang @ Tahun 1956, tentang tentang pembentukan Daerah Ctonom
Eoota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah { Lembaran
Negama Talmm 1956 Nomor 20 ) din Undang - Undang Nomer 12 Talon 1956
temtang pembentukan dascab olonom Kabynaten

Pelaksanaan pembangunan sebagai perwaiwdlan otonomyr daecab  pade
daerab vingkal I Gdak semuognva berialan dengan mwlus, bhusus pembangunan
pigik, havwab fabpor yang mempenganghineg dipstaraoes ketersediaan lahas

wnink menempung pembanmunan. Seperti 4 Deerah Tingkar 1 Kota Bokitings.

Linitang Undang Meo22 Tabur F25 Femeristabnn Pacroh

T Uianng Undaing Mo, 32 Tahgn 2004, Omons Dacrah
Unding Undang 3o % Tahun 1950, Pernbermwkan Taerah Onenom di T Provinsi Sumaers
Tangzah

© Undang Usatang Mo 12 Tahan 14956, Pembentukan Doerah Qoo Kabupaten



[ahannya sangat sempit, atan kurang memadail untuk dikelola sebagai lahan untuk
pembangunan. Hal i dijelaskan oleh Pemernntah Kota Bukitinggi
A Urgensi/ Pentinenya Perluasan Kota Bukittinggi

1y, Wilayah Kot Bukittinggt dengan luss © 25,24 st
25749 Ha dimana hanya ~ 18 Km®  vang  efekif yang
dapat dikelota, merupakan suatn kondist kot vang kurang
memadai wnk  dapat menampung  pembangunan fistk yang
dibutubkan  suste kota sebagai akibat pertumbuhan dan
perkembangan  penduduk dengan segala kebutuhannya laju
pembangunan Kota Bukittinggi odak dapat ditmbangi oleh
ketersedian lahan ftanah

Rerdasarkan data yang dikemakakan di atas, dengan wilayah hanya 13 km
menurt penulis sangat kurang untuk menampong berbagai macam pembangunan
pisik kota, apalagl Kota Bukstinged mempunyss bermacam bmgsi, dibagian lam
dan Pemikiran Perlunva Perluasan Wilavah Kola Bukitbingg oleh Permerintah
kota Bukittinggl | menyvatakan

3). Perkembangan fungsi Kot Bukittinggr vang pesat

Sebapai |
- Kota Wisata
- Kora Perdagangan‘industr
- Boota Pendidkan
- Kota Pelavanan Kesehatan dan Penstirshatan.
Membutubkan pusat-pusat  pertumbuban dan Zoning yang
berbeda | karena karakieristik vang berbeda darn masing
myasing fungsi®
henyvadari  akan keterbamsan  wilavah  Rota Bukittinggl  terschut,

Pemenntah Kota Bukitringei , pemikiran awal vang disampaikan oleh Wali Kota

Bukittinggl ( Drs.Oemar CGafar ) melalui surat yang dingubkan kepada Gubermer

P Cemar Galir $ekda Kola Bukptmpm, Perkenbangan Terakhic PP Mo 8 Tahan [9#9 Tenano
Ferubahan  baras Kods Bukininggi Dan kabupaten Agam, tanggal § Macer 1983

R
Ibid



BAB VI

PENUTLUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara penelitt dengan informan  vang mengacu pada

pendapat Edwards yang dikemukakan oleh Riamt dan data otentik yang ditemui

diwaktu menelin , bahwa vang menjadi hambatan -~ hambatan pelaksanaan PP

MoB4 tabun 1999 tentang perluasan  Kota Bukittingei dengan memasukan

sehapian wilayah kabupaten Apam adalah sebagai berikn ;

et

Furang kumunikast , waitu Gdak adanva sosialisast tentang PP No 84 1w
sewakin dipagas/dilaksanakan kepada masvarakat Gadut khususnva, dan

masyarakat kabupaten Agam umumnya oleh Pemerintah Bukittingpi

. Pemerintah Kota  Bukiningpl fidak  melaksanakan prasyvasat  vang

digjukan oleli  Pemerintabh kabupaten  Agam, magpun  Proping  untuk
pelaksanaan PP No B4 Tahun (999

Pemenntah Kota Bukibnggi dalam mercknat stap’ personil untuk menigmsi
formasi di daerah peerluazan dilakukan secarz sepihakfanpa dikonsulizsikan
denpan Pemenntah Kabupaian Agam

Kecendrungan Pemerintah  Kota  Bukittingei  merekout  stap/personil
untuk menpizi  formasi Jabatan di daerall perluasan  tidak  berdasarkan

keabbian” bakat
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